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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 12 Put. No. 53/Pdt.G/2017/PA.Bky 

P U T U S A N 

Nomor 53/Pdt.G/2017/PA.Bky 

  بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah 

menjatuhkan putusan dalam  perkara cerai gugat antara: 

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus 

Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai 

Penggugat ; 

melawan 

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kernet Truk, 

tempat tinggal di Kota Singkawang dan sekarang berada di 

LAPAS kelas 2A Pontianak yang beralamat di Jalan Adi 

Sucipto, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, 

sebagai Tergugat ; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;  

DUDUK PERKARA 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 12 Put. No. 53/Pdt.G/2017/PA.Bky 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2017 

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 

53/Pdt.G/2017/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa, pada tanggal 27 Juni 2012, Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, 

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 02 Juli 2012; 

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

rumah orang tua Penggugat ; 

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah 

melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah 

dikaruniai seorang anak  yang bernama Anak, lahir tanggal 20 Nopember 

2012; 

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

rukun dan harmonis, namun sejak 3 September 2014 rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah karena Tergugat menjadi 

tersangka dalam kasus pidana dan resmi ditahan di Lapas Kelas 2 A 

Pontianak; 

5. Bahwa, adapun sebab-sebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat 

adalah di karenakan Tergugat telah resmi menjadi tahanan atas kasus 

pidana di Lapas Kelas 2A Pontianak dan hingga sekarang telah menjalani 3 

tahun masa penahanan sesuai dengan bukti yang dilampirkan berupa 

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak  Nomor : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 12 Put. No. 53/Pdt.G/2017/PA.Bky 

160/PID.SUS/2014/PN.PTK yang di kuatkan oleh Putusan Tingkat Banding 

Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 77/PID.SUS/2014/PT.PTK; 

6. Bahwa sejak Tergugat resmi menjadi tahanan Lapas Kelas 2A Pontianak, 

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik 

hal itu di karenakan Penggugat bertempat tinggal di Singkawang 

sedangkan Tergugat berada di Lapas Kelas 2A Pontianak, namun 

Penggugat pernah menemui Tergugat tetapi hanya mempertemukan 

Tergugat dengan anak dan itu atas permintaan Tergugat ; 

7. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi 

dan memilih untuk bercerai dari Tergugat ; 

8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul 

akibat perkara ini; 

      Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan 

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku ; 

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -

adilnya; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 12 Put. No. 53/Pdt.G/2017/PA.Bky 

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,  Penggugat 

telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat 

tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan 

resmi dan patut berdasarkan relaas (panggilan) tanggal 13 Februari 2017 dan 

tanggal ................ 2017, sedangkan tidak datangnya itu tidak ternyata 

disebabkan oleh suatu halangan yang sah; 

 Bahwa karena Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah datang ke 

persidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan, meskipun demikian 

Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat 

bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak 

berhasil; 

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan 

membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum 

yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti surat berupa: 

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor  -, tanggal 02 Juli 2012, yang aslinya 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawag Tengah, 

Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan 

aslinya, (bukti P.1); 

- Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor  

77/PID.SUS/2014/PT.PTK, tanggal 3 September 2014, bermeterai cukup 

dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2); 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 12 Put. No. 53/Pdt.G/2017/PA.Bky 

Bahwa, Penggugat  menyatakan  tidak  ada  lagi  sesuatu yang akan 

disampaikan dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada 

gugatannya dan mohon  putusan;  

   Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk 

hal ihwal  sebagaimana  yang  tercatat  pada  berita acara sidang, yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang,   bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan 

Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, 

sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh 

orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di 

persidangan, meskipun Tergugat  telah dipanggil secara resmi dan patut, dan 

tidak ternyata bahwa ketidak datangannya tersebut disebabkan oleh suatu 

halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah 

berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai 

dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat 

(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 12 Put. No. 53/Pdt.G/2017/PA.Bky 

Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebu t 

tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa Tergugat tidak  datang menghadap di persidangan 

maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat  

dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil 

secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula 

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,  sedangkan  tidak  

ternyata  bahwa  tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah 

serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka 

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat  tersebut   dapat 

dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal  149  ayat 

(1)  Jo. Pasal 150 R.Bg; 

Menimbang,    bahwa   Penggugat   dalam    surat   gugatannya    pada   

pokoknya mendalilkan bahwa sejak tanggal 3 September 2014 rumah tangga 

Penggugat  dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah resmi 

menjadi tahanan atas kasus pidana di Lapas Kelas 2A Pontianak dan hingga 

sekarang telah menjalani 3 tahun masa penahanan sesuai dengan Salinan 

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak  Nomor 160/PID.SUS/2014/PN.PTK 

yang di kuatkan oleh Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pontianak 

Nomor 77/PID.SUS/2014/PT.PTK, sehingga dengan permasalahan tersebut 

Penggugat merasa tidak tahan dan kemudian memilih untuk bercerai; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 12 Put. No. 53/Pdt.G/2017/PA.Bky 

Menimbang, bahwa karena Tergugat  tidak pernah datang menghadap 

ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak 

ternyata ketidak datangannya ke persidangan disebabkan oleh suatu halangan 

yang sah, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat  telah mengakui 

dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya Tergugat  dianggap dengan 

sengaja telah menghilangkan haknya untuk mempertahankan kepen tingannya 

di depan persidangan;  

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui akan 

dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian 

yang merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut 

didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan 

Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yaitu barang siapa 

beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan 

haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau 

keadaan itu, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil 

gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat 

telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa (bukti P.1) dan (buktiP.2); 

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.1) tentang perihal peristiwa 

perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik maka 

Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, dan menilai 

bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus  dinyatakan terbukti sebagai 

suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 12 Put. No. 53/Pdt.G/2017/PA.Bky 

dengan  ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Salinan Putusan 

Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 77/PID.SUS/2014/PT.PTK, tanggal 3 

September 2014, merupakan akta otentik, yang menguatkan putusan 

Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 160/PID.SUS/2014/PN.PTK yang pada 

pokoknya  menyatakan bahwa Tergugat sebagai terpidana dengan pidana 

penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- 

(enam puluh juta rupiah), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar 

harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan bukti tersebut 

telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang 

sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti 

yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, terbukti fakta-fakta sebagai 

berikut :  

-  Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang 

menikah pada tanggal 27 Juni 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

-   Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun 

karena Tergugat dipidana/dipenjara selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan; 

-  Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati 

Penggugat untuk bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, 

namun tidak berhasil; 

Disclaimer
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Menimbang,   bahwa   berdasarkan   fakta-fakta   tersebut  di  atas,   dapat 

disimpulkan  fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak harmonis bahkan  telah pecah  dan  sulit  diharapkan  untuk  dapat  h idup   

rukun kembali, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi 

demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, 

yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, 

tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan 

kemudharatan bagi kedua belah pihak, dengan demikian Majelis Hakim 

berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan 

Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf  (c)  

Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi 

Hukum Islam tahun 1991; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan 

Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatukan oleh Pengadilan, 

maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum 

Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shughra; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1, dan 2) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim 

memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan 
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kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan 

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat 

kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat 

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan; 

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan 

kepada Penggugat; 

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;  

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk 

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan 

Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang 

disediakan untuk itu; 
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5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 496.000,- 

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 

M. bertepatan dengan tanggal  8 Jumadil Akhir 1438  H. oleh kami         

Andriani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, 

M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan 

tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka 

untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan M. Noviar Ach. 

H, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa 

hadirnya Tergugat; 

 

Hakim Anggota,                        Ketua Majelis 

  
 

 
 
 

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I.       Andriani, S.Ag. 
 

 
 
 

 
 

2. Arsyad, S.H.I. 
 

Panitera Pengganti, 

 
 

 
 

 

                                           M. Noviar Ach. H, S.H 
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Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Pendaftaran    : Rp.  30.000,- 

2. Biaya Alat Tulis Kantor     : Rp.  50.000,- 

2. Biaya Panggilan Penggugat    : Rp.  65.000,- 

3. Biaya Panggilan Tergugat   : Rp. 340.000,- 

4. Biaya Materai     : Rp.    6.000,- 

5. Biaya Redaksi     : Rp.    5.000,- 

    Jumlah                                    : Rp. 496.000,- 
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